PUTUSAN
Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Dp

AL .
/@M\@M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ceral gugat “antara .

Efa Susanti binti A. Rahman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ladore, Desa
Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

M. Ali bin Mohtar, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani,
bertempat tinggal di Dusun Sanggopa Sante, RT.002, RW. 002, Desa
Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Pebruari 2017 yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 00131/Pdt.G/2017/PA.Dp.
tanggal 10 Pebruari 2017 mengajukan guggatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pemikahannya telah dilaksanakan pada
tanggal 23 April 2011 di Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan telah
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Buku
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, nomor 109/4/V/2011 tertanggal 23 April 2011 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Desa Doromelo, di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup
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bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai

keturunanp;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun  sejak
bulan Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan
karena:

a.Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap kali Tergugat
memberi uang belanja kepada Penggugat Tergugat suka meminta kembali uang
tersebut;
b.Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bemnama Hafsah orang
Desa Hu'u, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2012 yang
mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua
Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pemah diupayakan damai oleh orang tua
Penggugat dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil; ;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amamya
berbunyi:
PRIMAIR:
1.Mengabulkan gugatan Penggugat
2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Ali bin Mohtar) terhadap Penggugat
(Efa Susanti binti A. Rahman);
3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di
persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Pengadilan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Dp.
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1.Ahmad Bin M. Yasin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu , bertempat
tinggal di Dusun Karombo | RT.002 Desa Nanga Miro , Kecamatan Pekat Kabpaten Dompu

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

v Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman
Penggugat ;

v Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;

v’ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
di Mangga Lewa ;

v Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

v" Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun sejak
bulan Juni 2011

v' Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugt pisah tempat tinggal
sejak Tahun 2012 mpai dengan sekarang ;

v Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

v' Bahwa saksi hanya mengetahwi bahwa sejak Tahun 2012 Penggugat pulang kerumah
saksi dan tinggal bersama saksi sampai dengan sekarang, dari sejak saat itu Tergugat
tidak perah datang mengajak Penggugat kembali mmembinna rumah tangga ;

v' Bahwa saksi bersama saksi pertama tadi pemah menyuruh Penggugat kembali
membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau ;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan
tidak mengajukan buki lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita
acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana
yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri
ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut
sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor
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tertanggal 16 Pebruari 2017 dan tanggal 24 Pebruari 2017 yang dibacakan di depan persidangan
Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan

keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai suaminya, namun tidak berhasi,

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengggat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukii di

persidangan, sebagai berikut:
A. Bukti tertulis
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 109/4/V/2011, tanggal 23 April 2011 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat
Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
B. Saksi-saksi
1.Mahani Binti Ma’'e , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga ,
bertempat tinggal di Dusun Karombo | RT.002 Desa Nanga Miro , Kecamatan Pekat

Kabpaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

v" Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibik Penggugat ;

v Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;

v' Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
di Mangga Lewa ;

v Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

v Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun sejak
bulan Juni 2011

v Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugt pisah tempat tinggal
sejak Tahun 2012 mpai dengan sekarang ;

v" Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

v Bahwa saksi hanya mengetahwi bahwa sejak Tahun 2012 Penggugat pulang kerumah
saya dan tinggal bersama saya sampai dengan sekarang, dari sejak saat itu Tergugat
tidak pemah datang mengajak Penggugat kembali mmembinna rumah tangga ;

v Bahwa saksi pemah menyuruh Ppenggugat kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau ;
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0131/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 16 Pebruari 2017 dan tanggal 24 Pebruari 2017 , sedang tidak
ternyata bahwa tidakhadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya
mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di
persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak
datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus
diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pemah hadir di persidangan
pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan
tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadimya Tergugat
(verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. dan Kitab I'anatut Thalibin juz IV
halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

daa padd OIS gl il caile o slaillg
Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah
(bukti) yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus
tanpa hadimya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis)
serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat , maka
Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya
adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang
disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah
dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan temyata sesuai dengan aslinya,
serta bermeterai cukup, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong akta otentik,
sehingga bukii tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Bukti P.1 tersebut menjelaskan ,bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2011  di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan sampai
sekarang belum pemah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu pihak
Pengguggat mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh
keterangan saksi Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan
Agama Dompu, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73,dan perkara ini
menyangkut bidang perkawinan , maka Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi, masing — masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama
Islam , saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-
masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Maijelis berpendapat
bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan
dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita
Penggugat angka 3 tidak dilihat dan tidak diketahui sendiri oleh kedua orang saksi fersebut, akan
tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri akibat dari pertengkaran tersebut
, Yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai
dengan sekarang , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam
Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat
bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 309 R.Bg.;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan kedua saksi Penggugat,
Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April
2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, belum
pemah bercerai dan belum dikaruniai anak;-

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2012 sampai dengn sekarang tanpa meperdulikan satu
sama lain ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi
dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b).-

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 3, maka apabila
perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan tewujud
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

223 55 85 K05 Caa s Ll 155080 10055 AR (oa A1 1A 4001 B

Attinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan, maksud kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi:-

dills mlall adde (3l L g 3 Aa g A2 )l pae 30y
Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talaq satu; -
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Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian
adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak
dapat melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan
mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,maka unsur alasan perceraian
sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi hukum Islam pasal
116 huruf (b) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah Talak
Satu Ba'in Sughra, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam,antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh rujuk lagi meskipun masih dalam masa
iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan
Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal
84, maka Maielis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pekat dan Pegawai Pencatat Nikkah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Manggalewa untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan
untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan,
sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam
sidang permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang -
Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1989
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sebagaimana diubah dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i

yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap

di persidangan tidak hadir ;-

. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (M. Ali Bin Mohtar ) terhadap Penggugat
(Efa Susanti Binti A. Rahman ),

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pekat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Manggalewa Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumiah Rp. 511,000

(Lima ratus sebelas ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari

Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438
Hijriyah, dengan susunan Majelis, Drs. Muh. Zaini sebagai Ketua Majelis Jamaludin Muhamad,
S.H., M.H. dan Syahirul Alim,S.H.LM.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharto,S.Ag. sebagai Panitera
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat

. Ketua Majelis

Jamaludin

S.H.l, M.H. Syahiral Alim/S.H.L.M.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 420.000,-

4, Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Materai :Rp. 6.000,-
| ) JUMLAH Rp.511.000,-
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